BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAR DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFAERI NIAS UTARA

| ‘Menimbang

Mengingat

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESBA #

BUPATI NIAS UTARA,

bahwa dalam rangka mendorong dan - mempercepat
pembangunan daerah dalam bidang perekonomian dan
meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten
Nias Utara, Pemerintah Daerah perlu membentuk

- Perusahaan Umum Daerah;

bahwa untuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan
pengembangan dan  pemberdayaan bidang usaha
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk
Perusahaan -Umum Daerah di Kabupaten Nias Utara;

bahwa sesuai pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 téntang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha
Milik Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum
Daerah Tafaeri Nias Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun - 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

'Indonesia Nomor 4929},



1O,

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038); '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraluran Perﬂmdang—Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, "Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimhna telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah, Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Da,er'ah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -

Peraturan Pemerintah, Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemcrintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah, Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembflran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik. lndunesxa Nomor 4761);
Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemernntah Nomor 27 ’I‘ahL%n 2014 tenlang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesialahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533},
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan
Pengawasan Penyeclenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik

‘Daerah;

Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
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13.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan
Daerah sebagaimanu telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pé'hgelolaan Barang
Milik Daerah; , b

Peraturan Mentert Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor
22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Téknis Tala Cara
Kerjasama Daerah, '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor
50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik
Daerah; J

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor
43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja $a._ma Perusahaan
Daerah Dengan Pihak Ketiga; | '

Peraturan Menter: Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH l(AFUPATEN NIAS UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN :
PIERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFAERI NIAS UTARA.

BAB 1 ’
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimoksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Ulara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan. perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndoné_sia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.



- 10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perapgkat daerah sebagai unsur
penyelenggara permerintahan daerah. -

Bupati adalah Bupati Kabupaten Nias Utara,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuputen Nias Utara sebagai unsur
penyelenggara pemenntahan daerah.

Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias
Utara, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerahr

Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah.
Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerab.
Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara.

Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa ﬁang' atau barang
yang dibentukdari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan
kejadian yang tidak dapat diprediksi. . j

Pihak Ketiga wdalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk
melakukan kegiatan yang discpakati. "

Tahun Takwim adalah mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan. |

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN STATUS
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahan Um@m ‘Daerah yang
berbadan hukum,. .

Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk b‘c-nlst:atus sebagai Badan Usaha
Milik Daerah.

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. = -

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

Perusahaan U mum Daerah ini bermama Perusahaan Umum Daerah
Tafaeri Nias Utara.

Perusahaan Umum Dacralh sebaguumana dimaksud pada ayat (1),
berkedudukan di Lotu.

1

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam
daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.

Perusahaan Umum Daerah sebdgmmana dimaksud pada ayat (1), dapat
membentiik Cahano Parmrentinanm das Jabe o A ore Mo ! o



ey

(1)

BAERE IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDMG USABA
Pasal 5 '

Perusahaan Umum Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan
wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka
mempercepat pembangunan daerah. {

Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Dagrah adalah untuk:

a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Nias Utara
pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya;

b. menyelenggarakan kemanfaatin umum dalam bentuk penyediaan
barang dan.jasa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan lapangan
kerja yang bermutu dan memadal bagi pemenuhan kebutuhan
masyarakat;

c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatan pendapatan asli daerah.
Pasal 6

Perusahaarnr Umum Dacrah bergerak dalani hidang usaha :

a. bidang usaha perumahan dan permukimaean;

b. perhotelan dan kepariwisataan;
c. lransportasi dan ckspedisi;

d. konstruksi;

e. pertanian dan perkebunan,

f. kesehatan dan farmasi;

percetakan;

g
h. perbengkelan;

y—

perdagangan dan industri manufaktur,

Perusahaan Umum Daerah dapat melalmkah penyertaan modal atau
memilikt saham pada perusahaan lain yang berbadan hukum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sebelum melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), wajib terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan
usaha dan hasil kajian kelayakan ini ditetapkan melalui keputusan
Bupati. |

BAB V
MODAL
Pasal 7

Modal Perusahaan Umum Daeruh scpemihnya bersumber dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nias Utara. '



'(Q) Setiap penyertaan modal, penambahan atan perubahan modal daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan melalui Peraturan
Daerah. ‘
BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pagal 8

Perusahaan Umum Daerah memiliki tugas pokok:

-a. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan

' prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang batk; '

b. Mendukung kebijaksanaan wmnum Pemernintah Daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan
barang dan jasa, peningkatan sarana/prasarana, dan pembukaan
lapangan kerja; ' ‘ '

C. Mengoptimalkan pengendalian, pengelolann dan pengembangan potensi

‘ sumberdaya daerah untuk sebesar-besarnya bagi. kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Nias Utara, ' |

d. Membangun jaringan kerjasama baik ditingka!l daerah, nasional maupun

' internasional dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh
Perusahaan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku; o

€. Melakukan pembinaan dan menjalin kerjasama kemitraan dengan UMKM-

‘ UMKM dan kaperasi-koperasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang
usaha yang sesuai; dan !

f. Meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah terhadap penerimaan

' pendapatan asli daerah.

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah mempunyai fungsi:

a. menyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat
melalui penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana,
pembukaan lapangan kerja sesuat dengan tujuan dan kegiatan usaha
Perusahaan Umum Daerah;

b. memperoleh keuntungan dalam rangka menmgkatkan ‘pendapatan  asli
daerah; dan

o berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan
program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan
kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah.

BAB VII

PENGURUS
Pasal 10

(1)  Pengurus Perusahaan Umum Dacrah terdiri darti:
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W

(2)

(4)

- (5)

)

@)

Bupati mewakili Pemerintah Daerah scbagai Pemilik Perusahaan Umum
Daerah. '

Bagian Kesatu
DIREKSI
Pasal 11

Pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah sebagal suatu Badan
Usaha dilaksanakan oleh Direksi. '

Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah, Direksi
dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepula-kepala Unit dibantu Kepala-
kepala Seksi.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, dan
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada
Bupati. ' :
Masing-masing Direktur sesual dengan bidang tugasnya yang telah
ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas
Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Umum Daerah dan Tata Cara
menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas

sebagai beriknt '

a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasinal Perusahaan
Umum Daerah;

b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (limma) tahunan dan Rencana Anggaran
Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Badan'-_Pengawas untuk
mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Bupadti;

c. melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

Perusahaan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan

Pengawas,

membina pegawai,

mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umuimn Daerah;

menyelenggarakan administrast umum dan keuangad; '

mewakili Perusahaan Umum Dacrah baik di dalam. maupun di luar

pengadilan; ' '

h. menyampaikan laporan berkala triwulan, semesteran dan tahunan
mengenai seluruh kegiatan operasionalr Perusahaan Umum Daerah
termasuk laporan keuangan kepada Bacdan Pengawas, .

Direksi dalam mengelola Pcrusahaan Umum Daerah mempunyal

wewenang sebagat berikut :

w oo oa



(4)

(1)

(2)

b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan
pegawai dari jabatan di bawah Direksi; . '

c. menandatangani laporan keuangan = (Neraca dan' Perhitungan
Laba/Rugi, Laporan Arus Kas); dan

d. menandatangani ikatan hukum dengan plhak lain atas persetujuan
Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankas tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah serta
mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas,
kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara per1bad1 apabila

yang bersangkutan bersalah atau lala menJaJankan tugasnya sesuai

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat,(1).

Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bup.a ti dapat mengajukan gugatan

kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan: atas kerugian

Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan bahwa:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan  itikad baik dan memenuhi
prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan perlbadll baik langsung
maupun  tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mehgakibatk’an kerugian; dan ] ,

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. _

Pasal 14

Anggota Direksi tidak berwewenang mewakili Perusahaan Umum Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g apabila :

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertetangan dengan kepentingan Perusahaan Umum.‘[_)aerah.

Dalam hal Perusahaan Umum Dacrah mempunyal kepentingem yang

bertentangan dengan kepentingan penbadi Sf:orang anggota Direksi, maka

perusahaan umum Daerah akan diwakih ol.i;.h anggota Direksi lainnya dan

dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentingan seluruh_.'langgota Direksi, maka dalam

hﬂl lnl Permiceahaan Tlmurm Mraeals Adleeaallll M]-_L [V -~ -



(4)

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan-hal-hal:

a. mengadakan perjanjian-perjanjian  kerja  sama usaha atas nama
Perusahaan Umum Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari
I (satu) tahun;

Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligast; _

c. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda
bergerak dan atau benda tak bergerak yé_ng berstatus aset tetap milik
Perusahaan Umum Daerah dengan perse__i_ﬁjuan DPRD. Kabupaten Nias
Utara,;
mengadakan investasi baru;

e. penyertaan modal pada perusahaan lain; dan

f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya
persetujuan atau pengesahan Bupatt; ]

Persefujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati
setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
Dalam  hal Direksi tidak  melaksanakan/mentaati/ mempedomani
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala
tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Dacrah dan
menjadi tanggung jawab pribadi Direksi y‘gmg bersangkutan dan akan
diambil tindakan sesual dengan perat.uran” tata tertib perusahaan dan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf g, Dircksi dapat menyerahkan tugas: dan wewenang

dimaksud kepada Dircktur Utama atau kepada scorang anggota Direksi
atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum

Daerah yang khusus ditunjuk untuk itli, atau pejabat lain di luar

Perusahaan Umum Daerah. ' ]

Pasal 16

Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang .dan jasa untuk
kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Dacrah berpedoman
pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;

Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Umum Daerah baik status
kepemilikan maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan Bupati berdasarkan per Umbdnguu dari Badan Pengawaus;
Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai
penghapusan harta kekayaan P(fl'Ubdhadn! Umum Daerah yang tidak
dipergunakan atau tidak bermanfaat lag) sebelum penghapusan aset tetap
perusahaan dari daftar harta kekayaan at.aui_gcraca perusahaan.

PENGANGKATAN DIREKSI
Pasal 17



(2)

(5)

Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) talhhun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. Kecuali
apabila Direksi yang bersangkutan diangkatl menjadi Direktur Utama.
Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas sebagai Tim
Seleksi dan telah mengikuti fir and propertest oleh Tim Independen yang
diangkat oleh Bupati.

Tim Independen yang dimaksud pada pasal (3), terdiri dari unsur
Pemerihtah Daerah, DPRD, Badan Pengawas' - Akademisi,
Profesional/pelaku dunia usaha.

Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan
pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati menurut ketentuan
tata cara pelantikan dan pengambilan bumpah/JanJl Direksi yang telah
ditetapkan.

Pasal 18

Untuk diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan
khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.

Syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Syarat-syarat Umum ;

1. warga Negara [ndonesia;

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha £sa;

3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

4. tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman .5 (lima) tahun
kurungan atau lebibh berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyal kekuatan hukum tetap;

b. Syarat-syarat khusus:

L. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam
puluh) tahun; ‘ :

2. pendidikan minimal S1 (Strata Satu),

3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam bidang
pengelolaan perusahaan; ‘ ‘

4. mampu membuat dan menyajikan proposal visi, misi, dan strategi
pengelolaan Perusahaan Umum Daerah; ,

5. Direksi berasal dari unsur swasta/profesional, tidak merangkap
jabatan pada perusahaan daerah atau perusahaan swasta lainnya
atau pada lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta yang
memiliki  hubungsn dengan pengelolaan Perusahaan Umum
Dacrah;

6. tdak memiliki usaha yang mengakibatkan konflik kepentingan baik
langsung maupun tdak langsung dengan usaha yang dikelola oleh
Perusahaan Umum Daerah; dan

7. tidak terikat hubungan ketuarga dengan Bupati atau anggota
Direksi atau Badan Penpawas lainnva sampai derajat ketioca baik



(1)

- (4)

(5)

©)

(7)

PEMBERHENTIAN DIREKSI
Pasal 19

Anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir dan/atau

karena meninggal dunia;

Anggota Direksi diberhentikan dan jabatannya karena:

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan
atau sakit permanen; :

d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatan hukum yang tetap. '

Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan huruf d, Badan Pengawas

segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi -sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera menyampaikan

laporan kepada Bupati; ;

Paling lama 12 (dua belas) hari kerju setelah menerima laporan hasil

pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati telah mengeluarkan:

a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagt Direksi
yang melakukan perbuatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ dan huruf d;

b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi
bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b.

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

{2) huruf a, huruf ¢, diberhentikan dengan hormat:

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b,

huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan gebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan
Pengawas sudah mengajukan usuwlan pemilihan calon Direksi baru kepada
Bupati.

(1)

@

Pasal 21

Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir, '
Pelaksana Tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari
salah satu anggota Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.



Pasal 22

Angota Direksi yan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat
digantikan oleh calon Direksi yang menempati ranking berik‘utnya berdasarkan
hasil seleksi dan fit and propertest sebelumnya sampai masa jabatan anggota
Direksi yang diberhentikan beraikhir.

Pasal 23

(1)  Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya
atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat
atau belum menjabat jabatannya, maka jubatan Direktur Utama dijabat
oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati,
dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalapgan tetap maka
jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.

(2) Apabia semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan
tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat
penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk scimentara
waktu tugas atau jabatan Dnrekeu dilaksanakan oleh seorang pejabat yang
dltunjuk oleh Bupati,

Baﬁian Kedua
BADAN PENGAWAS
Pasal 24

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah
dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pengelolaan Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksa.naan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Dacrah.

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS
Pasal 25 .
Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai
“dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Umum Daerah
dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

Pasal 26

(1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut;

a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah dan
perubahannya serta laporan~laporan lainnya dari Direkst;

b. mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Umum
Daerah serta menvampaikan hasil nenilaian kepada Runat



(2)

(1)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dalam hal Perusahaan Umum Daerah mcnunjukkan tanda-tanda

kemunduran segera mclapo:kunnya kepada Bupati. dengan disertai
saran atau langkah perbaikan yang har us ditempubh;

memberikan  saran dan pendapat kepada Bupati terhadap
pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

memberikan saran dan pendapat kepada Bupatx atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja (laporan kinerja)
Perusahaan Umumn Daerah; '

mermberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan keuangan
Perusahaan Umum Daeral;

memberikan saran dan pendapat kepada Bupdu atas masalah lai
yang dianggap penting bagi pengelolanan Perusahaan Umum Daerah;
melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan .oleh
Bupati;, dan

memberikan laporan kepada Bupati secara berkala baik semesteran
maupun tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

H

Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a.

b.

Pedoman dan petunjuk Bupati serta senantiasa memperhatikan
efisiensi, efektivitas dan produktifitas Perusahaan Umum Daerah;
Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Umum Daerah serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pemisahan antara tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pengawas dengan tugas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a.

memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan
tugas dan wewenangnya yang tidak melakukan pengelolaan
perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Umum Daerah yang telah ditelapkan;

memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum
Daerah;

memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Umum Dacrah yang diajukan Direksi sebelum disahkan
oleh Bupati;

memeriksa pembukuan keuangan dan verifikasi keadaan kas secara
rutin setidak-tidaknya sekali dalam 3 (liga) bulan dan sewaktu-waktu
jika dipertukan serta meclakukan pemeriksaan laporan keuangan
tahunan yang disampaikan olch Direksi;

memeriksa surat-surat berharga dan dokumen-dokumen lainnya serta
harta kekayaan Perusahaan Umum Dacrah;

meminta penjelasan dari Dircksi dan/atau pegawai mengenat segala
sesuatu/persoalan yang menyangkut pcngeloladn Perusahaan Umum
Daerah:



T

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

h. menghadiri rapat Dircksi dan memberikan pandangan terhadap hal-
hal yang dibicarakan;

i menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program
kerja tahunan Direksi; dan

J. melaksanakan pengawasan terhadap kegtatan Direksi yang dianggap
perlu maupun yang diperkirakan berpotensi menimbulkan masalah
terhadap kemajuan perusahaan.

Badan Pengawas dapat meminta jasa Akur‘ltzm. Publik independen untuk

melakukan audit terhadap laporan keuangan pemsahaan yang

disampaikan oleh Direksi.

Segala blaya untuk pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan

Publik, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 28

Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (]} membicarakan hal-hal yang
berhubungan dengan Perusahaan Umum Daecrah sesuai dengan tugas
pokok dan kewenangan Badan Pengawas.

Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk
mufakat. -

Dalam hal musyawarah Badan Pengawas tidak mencapai mufakat maka
keputusan diserahkan kepada Bupati, dan masing-masing anggota Badan
Pengawas menyampaikan pendapat secara tertulis sebagai. bagian laporan
yang tidak terpisahkan. '

Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pehgawus dibantu oleh Sekretariat
Badan Pengawas. '

Sekretariat Badan Pengawas diangkat oleh Ketua Badan Pengawas atas
persetujuan tertulis Bupati.

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS
Pasal 30

Badan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, seorang
diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Masa jabatan Badan Pengawas sclama 3 (tiga) tahun.

Badan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
Badan Pengawas diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi dan fit
and propertest oleh Tun Independen yang ditetapkan oleh Bupati.

Tim Independen yang dxmakbud pddd pmal 4], terdiri dar: unsur

™ . . " .Y TS T % T2 3 A 1
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(6)

(1)

Sebelum Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terlebih dahulu,
dilakukan pelantikan dan pengambilan surmpah/janji oleh Bupati menurut
ketentuan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Badan
Pengawas yang telah ditetapkan. ‘

Pasal 31

Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus menuhi syarat-syarat
umum dan khusus serta syarat-syarat lain yung diperlukan.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Syarat-syarat Umum :

1. warga Negara Indonesia;

2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

4. tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman S (lima) tahun
kurungan atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyal kekuatan hukum tetap;

b. Syarat-syarat khusus:

1. sehat jasmani dan rohani,

2. menyediakan waktu yang cukup;

3. pendidikan minimal S1 {Strata Satu);

4. mempunyai pengataman kerja dalam bidang keahliannya minimal 5
tahun, diutamakan yang memiliki pengalaman pada Perusahaan
Umum Daerah;

5. Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional yang memiliki
keahlian dan kecakapan scsual dengan bidang usaha Perusahaan
Umum Daerah; dan

6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan
Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik
menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan
ipar.

Pasal 32

Anggota Badan Pengawas berhenti karenn masa jabatannya berakhir

dan/atau karena meninggal dunia;

Anggota Badan Pengawas diberhentikan dari jabatannya karena

a. permintaan sendiri;

b. metlakukan tindakan yang merugikan perusahaan;

c. tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pengawas karena
tuntutan tugas pada jabatan lain yang lebih diutamakan atau karena
gangguan kesehatan atau sakit permanen,;

d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatan hukum yg tetap.

Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan huruf d, yang

4



(6)

(1)

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud -pada ayat (3)
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan, Direksi dan anggota Badun Pengawas lainnya disertai
dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara
tersecbut;

Selama masa pemberhentian sementara, Badan Pengawas dan Direksi

melakukan hal-hal sebagail berikut :

a. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan pemberhentian
sementara dikeluarkan, menggelar Sidan.g Khusus tentang pengkajian
dan pembuktian dugaan yang menyebabkan  dilakukannya
pemberhentian sementara kepada anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan;

b. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
menyampaikan pembelaan diri atas dugaan yang menyebabkan
pemberhentian sementara kepadanya, |

c. setelah mendengarkan pcr'nbelaan diri, mempelajann bukti-bukti yang
akurat dan meyakinkan scrta didukung oleh fakta-fakta lapangan,
Sidang Khusus membuat  kesirnpulan - apakab ‘anggota Badan
Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan
atau pemberhentian sementaranya dibataikan/dicabut kembali;

d. kesimpulan Sidang Khusus Badan Pengawas dan Direks: disampaikan
kepada Bupati;

e. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kena sejak diterimanya
Kesimpulan Sidang Khusus, Bupati mengeluarkan keputusan
sehubungan dengan status pemberhenuan sementara kepada anggota
Badan Pengawas yang telah diberhentikan sementara tersebut.

Dalam hal Bupati tidak mengeluarkan keputusan sampai dengan batas
waktu yang dimaksud pada ayat (5) huwruf e, maka Kesimpulan Sidang
Khusus dianggap sebagai Keputusan Bupati dan berlaku sepenuhnya.

Pasal 33

Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, diberhentikan dengan hormat;
Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
pasal 32 ayat (2) hurufl b, huruf ¢ dan huruf d, diberhentikan tidak dengan
hormat.

Pasal 34

Anggota Badan Pengawas yang diberhentkan sebelum masa jabatannya berakhir

dapat

digantikan oleh calon Badan Pengawas yang menempati ranking

benikutnya berdasarkan hasil seleksi dan fit and propertest sebelumnya sampai

‘masa jabatan anggota Badan Pengawas yang ciberhentikan berakhir.



Pusal 35

Semua pem_biayaan- dalam rangku pelaksanaan tugas Badan Pengawas
dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Pasal 36

Penghasilan dan segala hak-hak Direksi dan Badan Pengawas ditetapkan melalui
Képutusan Bupati dengan berpedoman pada kelentuan peraturan peundang-
undangan yang berlaku,

(1)

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 37

Sistem Kepegawaian Perusahaan Umum Dacrah diatur dalam Peraturan
Pokok Kepegawaian Perusahaan Umum Daeralh yang ditetapkan melalui
Keputusan Bupati dengan | berpedoman poada  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sistem penggajian termasuk jumlah dan jelnis‘penghasilan yang diterima
oleh 'pegawai Perusahaan Umum Daerah diatur dalam peraturan
penggajian bagi pegawai Perusahai Umumn Daerah yang ditetapkan oleh
Direksi dan disetujui oleh Bupati deagan mempertimbangkan kemampuan
keuangan perusahaan dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

BAB IX
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI
Pasal 38

Tuntutan perbendaharaan dan iuntutan ganti rugi terhadap bukan
bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi, Badan Pengawas dan
pegawal Perusahaan Umum Daerah yang dibebani tugas menerima,
menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan
barang-barang, karena Undakan melanggar hukum atau  karena
melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepadanya,
langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada
Perusahaan Umum Daecrah, diwajibkan mengganti. kerugian dan
mempertanggungjawabkannya- secara hukum.

Bendaharawan pegawes scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
dapat mengganti rugi dan x-nempertanggt,lmgjawabkan kepada Direksi,
demikian juga Direksi yang tidak = dapal mengganti rugi dan
mempertanggungjawabkan kepada Bupati atas pelanggaran hukum di
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnva dituntut. sesuai denean



(1)

@

(1)

(2)

Direksi, Badan Pengawas dan pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang lidak dapat memberikan pertanggungjawaban' kepada Bupati
mengenal pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya
dituntut sesuai dengan kf,tentu an dan peraturan pemndang -undanngan
yang berlaku. '

BAB X |
ORGANISASI, TATA KELOLA DAN PEMBINAAN
Pasal 39

Susunan Organisasi dan Tata Kcerja Perusahaan Umum Daerah lebih
lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupali.

Susunan Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan Umum Daerah
ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tata Tertib Perusahaan Umum Daerah dietapkan oleh Direksi dengan
persetujuan Bupati.

Atas penugasan bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan
pembinaan Perumda dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan
pendapatan asli daerah.

BAB XI
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 40

Perusahaan Umum Daerah dapat melukukan kerja sama dengan pihak
ketiga dalam bentuk:

a. kerja sama pengelolaan (joint operation); dcm

b.  kerja sama usaha patungan (joint venture).

Pihak keUga sebagaimana dimakswl pada ayat (1) berbentuk badan usaha

‘dan atau perorangan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.  memiliki status badan hukum sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku di indonesia;
memiliki NPWP;

c. lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat
berwenarg dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin:

a. Peningkatan efesiensi, efekufitas dan produktifitas Perusahaan Umum

Daerah atau peningkatan pelayanan kcepada masyarakat;

Peningkatan pengamanan modal/asel Perusahaan Umum Daerah;

Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;

d. Peranan dan tanggungjawal masing-inasing pihak dikaitkan dengan
resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun
setelah berakhirnya pC[‘JEUI_jldI’l kerjasama;

oo



(1) -

(2)

(3)

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya
meliputi maksud dan tujuan, subjck, bentuk dan lingkup kerjasama,

- wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanogn, masa transisi, hak dan

kewajiban para pihak, kewajiban asuransi; keadaan memaksa (force
majeur), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan,
masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperiukan.
Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibuat dengan Akta Notaris.

Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksaniakan oleh Direksi setelah
mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati. '

Pasal 41

Kemungkinan perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam pasal 40 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh  Direksi dengan
mengajukan permohonan perselujuan prinsip kepada Bupati paling lambat
6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
Direkst Perusahaan Umum Dacrah melaporkan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan  usaha kerja sama tersebut kepada Bupati dengan
raelampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan
perpanjangan. k
Ketentuan lebih lanjut mengenal hubungan kerja sama dengan pihak
ketiga diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB X1I

TAHUN BUKU
Pasal 42

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwin.

(1)

BAB XIill
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 43

Direksi telah mengajukan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang termasuk
di dalamnya memuat rencana bisnis (businessplan) Perusahaan Umum
Daerah kepada Badan Penguwas untuk mendapat’ persetujuan dan
selanjutnya pengesahan oleh Bupati, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berlakunya Rencana Kerju dimaksud

Direksi wajib membuat dan mengajukan rancangan Anggaran Perusahaan
Umum Daerah untuk setiap tahun anggaran selambat-lambatnya 3 {tiga)
bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan mulal berlaku untuk
mendapat persetujuan Badan Pengawas dan pengesahan oleh Bupati.
Bupati memberikan keputusan mengenali pengesahan atau penolakan
pengesahan Anggaran Perusahaan Umurm D‘aerah yang diajukan Direksi
Clmmbet deeehatoes AR Hamnar midinh limal hari kalender sebelum tahun



(5)

(1)

(2)

Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan pengesahan seperti dimaksud
pada ayat (3), Direksi wajib menycmpurnakan rancangan Anggaran
Perusahaan Umum Daerah dimaksud scinmbat-lambatnya 30 (tiga puluh)

har kalender sebeium tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.

Dalam hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan
pengesahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka
Rencana Anggaran Perusahaan Umum Dacrah tersebut dianggap sah dan
berlaku sepenuhnya.

Pasal 44

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah dapat mengalami
perubahan dalam tahun berjalan dengan. alasan yang rasional dan
didasarkan pada prinsip pencapaiun efesiensi efektifitas dan -produktifitas
Perusahaan Umum Daerah. '

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan i Umum Daerah
berlaku setelah mendapat persctujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh
Bupati.

BAB X1V
LAPORAN - LAPORAN
Pasal 45

Direksi wajib menyampaikan laporan pwrtanggungjawaban pengelolaan
Perusahaan Umum Daerah yang meliput laporan realisasi pelaksanaan
rencana kerja/program kerja, laporan keuangan, dan laporan kegiatan-
kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah secara
berkala, meliputi laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan
tahunan kepada Badan Pengawas.

Badan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupat seliap semesteran dan laporan
tahunan setelah terlebih dahulu menerima laporan dari Direksi.

Pada akhir masa jabatannya Direksi wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Pengawas dan
Bupati. ‘ 1. :
Pada akhir masa jabatannya Badan Pengawas wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.

Sistem dan tata cara pelaporan selanjutnya diatur dengan Peraturan
Perusahaan Umum Daeral yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri darl
laporan neraca, laporan perhitungan laba/rugl dan laporan arus kas
untuk tiap tahun buku kepada Badan Pengawas selambat- lambatnya
pada akhir bulan Maret tahun benkutnya.



(2) . Direksi harus menyebulkan cara penilalan  dalam  laporan keuangan

" tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Standar

Alauntansi Keuangan yang berlaku dan laporan audit dari Kantor Akuntan
Negara/Publik.

(3)  Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat
persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk
mendapat pengesahan.

(4) Dalam  hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan
pengesahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
laporan keuangan diterima, maka laporan keuangan tahunan tersebut
dianggap telah mendapat pengesahan.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 47

(1) Dari laba bersih yang telab disahikan sehbagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (3), ditetapkan penggunaannya sebagal berikut:
a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar ‘)5 Y (lima puluh lima perseratus);
b, untuk Cadangan Umum, scbesar 15 % (hima belas pérs‘.é__ratus);

c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris sebesar 10 %
(sepuluh perseratus),

d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pe_ndidikan Pegawal,
sebesar 10 % (sepuluh perseratus),

e. untuk Dana Sosial scbesar 10 % (sepulun perseratus).

(2) Bagian laba untuk Pemecrintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagni Penerimaan Daerah.

(3) Bagian laba sebagaimana dimaksud padu ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d
dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Umunm Daerah.

BAB X\1
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 48

Perubahan status badan hukum Perusahaan Umum Daerah'dapat dilakukan
‘dalam rangka peningkatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Nias Utara dan perubahan ini ditelapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII1
PEMBUBARAN (LIKUIDASI|)
Pasal 49

(1) Pembubaran (likuidasi) Perusahaan Umtum Daerah ditetapkan dengan



(4)  Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator disampaikan kepada Bupati

yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang peketjaan yang
telah diselesaikan.

(5). . Jika Perusahaan Umum Daerah dibubarkan semua utang ‘dan kewajiban

| utang lainnya dibayarkan terlebih dahulu.

(6) © Jika terdapat kelebihan kekayaan Perusahaan Umum Daerah setelah
semua utang dan kewajiban utang laipnya d1bdyarkan maka harta
kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

(7) Dalam hal likuidasi Perusahasn Umum Daerah sebagaimana dimaksud

" pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian tersebut
sesuai dengar. perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan
Negara/Publik.

(8) Dalam hal terjadi likuidasi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawali
Perusahaan Umum Daerah jka memungkinkan dapat diberikan uang
penghargaan vang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan dacrah duri sisa harta kekayaan Perusahaan
Umum Daerah yang dilikuidasi dengan ragmpertimbangkan masa kerja
masing-masing. ' A

A Pasal 50
Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nemerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias
Utara. '

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI NIAS UTARA

A

EDWARD ZEGA
Diundangkan di Lotu

pada tanggal 13 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

IDAMAN ZEGA
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG |

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFAERI NIAS UTARA

" PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang menyebabkan
semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan
Pemerintah Deerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-
sumber perri@l'ia.yaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring
bermmbahnyé Urusan Pemcrintah Daerah.

Maka untuk menuju ke arah olonomi yang nyata dinamis dan

- bertanggungjawab sesual Pasal 331 ayar 3 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum
Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan
penerimaan daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Nias Utara. Salah satu

- upaya yang dilakukan adalah lebih memberdayakan dan mendirikan

Perusahaan Umum Dacrah Tafaert Nias Utara.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Daocal &



Pasal 6 .
Ayat [1) :
Cukup jelas

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3}
Cukup jelas

Ayat (4) |
Yang dimaksud dengan kajian kelayukan usaha adalah merupakan
penelitian terhadap suatu rencana usaha/bisnis,” mulai dari
menganalisis layak atau tidak layr-_\knyq'usaha tersebut dibangun
sampai dengan analisis terhadap operasional rutin.

Pasal 7

Cukup jelas

‘ Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
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Pasal 17
Cukup jelas
.Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
. Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jeclas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jclas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31



‘Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
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Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas’
Pasal 51

Cukup jelas
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